WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

Menimbang

Mengingat

—

NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan
Perundang — undangan yang berlaku maka dipandang perlu
melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Denpasar;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang—Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3465 ) ;



. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 ) ;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741 ) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5094 ) ;

. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor
7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor
2);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
DENPASAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Denpasar Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 17 dan 18 dihapus sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Denpasar meliputi :

17. Dihapus
18. Dihapus

2. Ketentuan Pasal 6 huruf q dan r dihapus sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

g. dihapus
r. dihapus

3. Lampiran XVII dan XVIII Peraturan Daerah Kota Denpasar

tanggal 24 Desember 2008 Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
dihapus.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KO ENPASAR,

Al

RAI ISWA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 15




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA DENPASAR

I.UMUM

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar telah ditetapkan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Derah Kota Denpasar.

bahwa dengan berubahnya Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Satuan
Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan
perubahan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal menjadi Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya menjadi bagian
Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kota Denpasar maka perlu mengadakan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Denpasar.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I : Cukup Jelas
Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 15



